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Latar Belakang 

 

  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) sebagai institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset 

dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya 

menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia. 

  Dukungan yang diberikan oleh LPPM ITS sebagai institusi yang melaksanakan riset dan 

pengabdian kepada masyarakat maka harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, menjamin 

pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan 

perolehan HKI secara nasional maupun internasional, demikian juga pengabdian kepada masyarakat 

harus mampu menciptakan inovasi teknologi, mampu melakukan alih teknologi, dan mampu melakukan 

pengentasan masyarakat tersisih (preferentialoption for the poor).  

 

Ketentuan umum  

1. Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 

a. Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengabdi dengan mengacu 

pada : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20115 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 172, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Pemberian Bantuan 
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Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1078); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea 

Materai dan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009 tentang bentuk Ukuran 

dan Warna Benda Materai; 

8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 49/PMK.02/2017 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. 

9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 164/PMK.05/2015 tentang 

Perjalanan Dinas Luar Negeri 

10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub 

Keluaran Penelitian; 

12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2018; 

13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; dan 

14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

 b. Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal; 

 c. Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai 

tahapan pencairan/ termin yang diterima; 

 d. Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat TIDAK DIPERBOLEHKAN untuk 

belanja investasi/modal, seperti komputer, laptop, printer, mebelair, pembelian pulsa, internet 

dan pembelian buku ajar, dll.; 

 e.  Bukti Pengeluaran (kuitansi) dibuat dengan rincian sebagai berikut: 

1. Arsip untuk LPPM rangkap 1 (asli) 

2. Arsip untuk Peneliti/Pengabdi rangkap 1 (copy) 

 f.  Bukti pengeluaran disusun rapi sesuai urutan tanggal kuitansi dan diserahkan ke LPPM dalam 

bentuk jilidan; dan 

 g.  Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan cover Laporan  

penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan. 
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2. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Atas Pembelian Barang/Jasa  

a. Kuitansi pembelian barang/jasa diketik : 

“Sudah terima dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM” 

b. Nilai nominal dan nilai terbilang pada kuitansi harus sama dengan total perincian 

barang/jasa yang dilakukan/dibeli. 

c. Nota dan kuitansi ditandatangani ketua pengabdi 

d. Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian barang/jasa dengan nilai s/d Rp.500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) (contoh di lampiran B1) 

• Belanja barang dengan nilai s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cukup dengan 

melampirkan nota pembelian.  

• Belanja jasa/ sewa dengan nilai s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melampirkan 

nota pembelian dan e-billing PPh.  

e. Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian barang/jasa dengan nilai Rp.500.001,- (lima ratus 

ribu satu rupiah)- s/d Rp.999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (contoh di lampiran B2) 

• Belanja barang dengan nilai Rp.500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah)- s/d Rp.999.999,- 

(sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

rupiah) melampirkan nota dan kuitansi pembelian yang dilengkapi materai 3000 pada 

stempel toko  

• Belanja jasa/sewa dengan nilai Rp.500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah)- s/d 

Rp.999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan rupiah) melampirkan nota, kuitansi pembelian yang dilengkapi materai 3000 

pada stempel toko dan e-billing PPh 

f. Pertanggungjawaban pembelian barang/jasa dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta 

rupiah) s/d dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (contoh di lampiran B3) 

• Pembelian barang/jasa dengan nilai transaksi diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

harus dilakukan kepada penyedia barang/jasa yang memiliki ijin usaha dan PKP. 

• Belanja barang dengan nilai diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d dibawah Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melampirkan: 

1. Nota 

2. Kuitansi pembelian yang dilengkapi materai 6000 pada stempel toko dan 

ditandatangani ketua Penelitian/Pengabdian  

3. E-Faktur  

 

• Belanja jasa/sewa (termasuk pembelian konsumsi dari catering) dengan nilai diatas 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

melampirkan: 
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1. Nota 

2. Kuitansi pembelian yang dilengkapi materai 6000 pada stempel toko dan 

ditandatangani ketua Penelitian/Pengabdian (contoh terlampir) 

3. E-Faktur 

4. E-Billing PPh  

g. Pertanggungjawaban pembelian barang/jasa dengan nilai ≥ Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (contoh di lampiran B4) 

Pembelian barang/jasa dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dilakukan dengan menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) 

h. Pertanggungjawaban pembelian barang/jasa dengan nilai ≥ Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) (contoh di lampiran B5) 

Pembelian barang/jasa ≥ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui proses lelang 

mengikuti formasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ITS. 

 f.   Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian konsumsi kegiatan rapat harus disertai undangan dan 

daftar hadir. 

 g.   Penggunaan Faktur Pajak Manual digantikan dengan Faktur Pajak berbentuk Elektronik (e-

Faktur), sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pengumuman 

No.PENG-2/PJ.02/2015 

3. Tata Cara Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Contoh lihat lampiran C & D). 

Pertanggungjawaban perjalanan dinas harus melampirkan: 

a. Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat perincian biaya perjalanan (uang harian 

(sudah termasuk uang makan, uang saku dan transport lokal), biaya transportasi, biaya 

penginapan) ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pelaksana 

Kegiatan (contoh terlampir). 

b. Kuitansi sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang termuat dalam rincian biaya 

perjalanan dinas (poin a) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, serta diketahui 

oleh Ketua Pengabdi (contoh terlampir). 

c. Daftar Pengeluaran Biaya Riil, untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa 

dilampirkan (contoh: taxi, ojek, bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengabdi 

d. Surat Tugas dari Kepala LPPM (Kop Surat LPPM ITS) untuk perjalanan dinas Dalam 

Negeri dan dari Rektor untuk perjalanan dinas Luar Negeri. 

e. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/ 

didatangi/setempat. 
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f. Tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika menggunakan 

pesawat udara). 

g. Bukti penginapan jika bermalam. 

4. Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (contoh lihat lampiran E) 

a. Daftar penerimaan honorarium mencantumkan nomor dan tanggal SK (SK dari Kepala 

LPPM dan harus dilampirkan), nama penerima, NPWP, golongan penerima, jumlah 

honorarium sebelum dipotong pajak PPh Ps. 21, jumlah honorarium setelah dipotong 

pajak, tanda tangan penerima, nilai total nominal dan terbilang berdasarkan jumlah bruti, 

tandatangan mengetahui ketua peneliti kegiatan. (lihat contoh lampiran E) 

b. Melampirkan bukti E-BILLING PPh Ps. 21. 

c. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 21 (PPh 21) adalah Undang-undang PPh Ps. 

21, PP No. 80 tahun 2010, Permenkeu No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk 

pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan orang pribadi, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman 

teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 

dan/ataupajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan 

orang pribadi. 

5. Ketentuan Perpajakan 

a. PPh 21 dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarif untuk wajib pajak orang 

pribadi sesuai pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (PPh 21 = PKP x 

tarif PPh ps.17). PPh 21 disetor dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran 411121-

100 

b. PPh 23 dipotong atas belanja jasa (termasuk pembelian konsumsi dari catering) sebesar 

2% bagi penyedia yang mempunyai NPWP (dengan mencantumkan NPWP pada nota/ 

kuitansi) dan 4 % bagi penyedia yang tidak mempunyai NPWP. Untuk belanja jasa 

Rp.1.000.000,- (satu juta) keatas PPh 23 dihitung dai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 244/PMK.03/2008. PPh 23 disetor dengan kode akun pajak dan kode jenis 

setoran 411124-100 

c. PPN dipungut atas pajak yang dibayar sehubungan dengan penyerahan barang/jasa kena 

pajak oleh pengusaha kena pajak dengan tarif sebesar 10% dari DPP. Pencantuman nilai 

yang tertulis dalam faktur pajak adalah nilai DPP. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 

adalah “010”. PPN tidak dipungut atas pembelian buku pelajaran umum, konsumsi, jasa 

perhotelan. 
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d. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dikenakan atas sewa tanah dan/atau bangunan 

(PP No.29 Tahun 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) dengan tarif sebesar 10% dari nilai 

bruto. PPh pasal 4 ayat 2 disetor dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran 

411128-403. 

6. Buku Pembantu Pajak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

Dibuat dengan rincian tersebut dibawah : (contoh lihat lampiran H) 

ASLI 1 (satu) untuk LPPM dengan lampiran WAJIB sesuai format dan TANPA DIJILID agar 

petugas keuangan LPPM ITS mudah memilah sesuai skema dan sumber dana. 

7. Penutup 

Demikian panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) Penelitian dan Pengabdian 

kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan keuangan dibuat secara 

benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan mengurangi banyaknya variasi model pelaporan. 

 

 

Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi para 

peneliti/penanggungjawab kegiatan. 



 
 

7 

 

CONTOH LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

LAMPIRAN : A 

Contoh Format sampul muka 

(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna cover Laporan Penelitian/Pengabdian) 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (100%) 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(SKEMA PENELITIAN/PENGABDIAN) 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

 

 

 

(JUDUL PENELITIAN/PENGABDIAN) 

 

 
KETUA      : 

ANGGOTA : 

 
 

 

 
 

 

 
Dibiayai oleh: 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Sesuai dengan Perjanjian Penelitian/Pengabdian 

Nomor : 128/SP2H/PTNBH/DRPM/2018 
Tanggal 1 Februari 2019 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

2019 

Untuk Pengabdian Masyarakat Dana lokal, 

penulisan, sebagai berikut : 

Dibiayai oleh: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi 

Sesuai dengan Perjanjian Penelitian/Pengabdian 

Nomor: xxx/PKS/ITS/2018 

Tanggal 2 April 2018 
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LAMPIRAN : A1 

 (Format Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian/Pengabdian Lokal ITS) 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (100%) 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(SKEMA PENELITIAN/PENGABDIAN) 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Judul Penelitian/Pengabdian :.............. 
Ketua Peneliti/Pengabdi :.............. 

NIP :.............. 

Perguruan Tinggi :.............. 
Departemen :.............. 

Fakultas :.............. 
Nama Anggota (1) :.............. 

Nama Anggota (2) :.............. 

Nama Anggota (3) :.............. 

Total Dana Disetujui : Rp.Xxxx 

Tahap I : Rp.Xxxx  

Tahap II : Rp.Xxxx 
Sisa Dana : Rp.Xxxx 

Rekapitulasi Penggunaan Dana 

1. Belanja Bahan           

Item Bahan Volume Satuan 

Harga 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 
22 

PPh 
23 

Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Material 1               

Material 2               

Material ke n               

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

2. Belanja Peralatan Penunjang Lainnya             

Item Barang Volume Satuan 

Harga 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Peralatan Penunjang 1               

Peralatan Penunjang 2               

Peralatan Penunjang 
ke n 

              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
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3. Belanja Perjalanan 

Lainnya 
                

Item Perjalanan Volume Satuan 

Biaya 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Perjalanan ke 

tempat/kota A 
              

Perjalanan ke 
tempat/kota n 

              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

4. Belanja Honorarium                 

Item Honor Volume Satuan 

Honor/ 

Total 

Pajak 

Jam Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Petugas Lapanngan 

Nama : 

NPWP : 
  

*)             

Surveyor 

Nama : 
NPWP : 

  

              

Pembantu Peneliti 

Nama : 

NPWP : 

              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

                  

  Total Keseluruhan (Rp)           

 

Surabaya,................. 

Ketua Peneliti/Pengabdi 

 

 

 

Nama Lengkap                                                         

NIP................ 

 

*Catatan: 

1. Harga barang yang dimasukkan adalah harga sebelum dipotong pajak. 

2. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum 

pada E-Billing. 
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LAMPIRAN : A2   

(Format Rekapitulasi Penggunaan Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

RISTEKDIKTI)) 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (100%) 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(SKEMA PENELITIAN/PENGABDIAN) 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
Judul Penelitian/Pengabdian :.............. 

Ketua Peneliti/Pengabdi :.............. 

NIP :.............. 
Perguruan Tinggi :.............. 

Departemen :.............. 

Fakultas :.............. 

Nama Anggota (1) :.............. 

Nama Anggota (2) :.............. 
Nama Anggota (3) :.............. 

Total Dana Disetujui : Rp.Xxxx 

Tahap I : Rp.Xxxx  
Tahap II : Rp.Xxxx 

Sisa Dana : Rp.Xxxx 

Rekapitulasi Penggunaan Dana 

1. Belanja Bahan           

Item Bahan Volume Satuan 

Harga 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Material 1               

Material 2               

Material ke n               

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

2. Belanja Peralatan Penunjang Lainnya             

Item Barang Volume Satuan 

Harga 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Peralatan Penunjang 1               

Peralatan Penunjang 2               

Peralatan Penunjang 

ke n 
              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
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3. Belanja Perjalanan 

Lainnya 
                

Item Perjalanan Volume Satuan 

Biaya 

Total 

Pajak 

Satuan Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Perjalanan ke 

tempat/kota A 
              

Perjalanan ke 
tempat/kota n 

              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

4. Belanja Honorarium                 

Item Honor Volume Satuan 

Honor/ 

Total 

Pajak 

Jam Ppn 
PPh 

22 

PPh 

23 
Pph 21 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Petugas Lapanngan 

Nama : 

NPWP : 
  

*)             

Surveyor 

Nama : 
NPWP : 

  

              

Pembantu Peneliti 

Nama : 

NPWP : 

              

                  

    
SubTotal 

(Rp) 
            

                  

  Total Keseluruhan (Rp)           

 

Surabaya,................. 

Ketua  Peneliti/Pengabdi 
 

 

 

 

Nama Lengkap                                                         

NIP................ 

 

*Catatan: 

1. Harga barang yang dimasukkan adalah harga sebelum dipotong pajak. 

2. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum 

pada E-Billing. 
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LAMPIRAN : B1 

1. Format Kuitansi pembelian dengan nilai s/d Rp 500.000,- 

 

                  

      

Tahun 

Anggaran  :  ...........     

      Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

           

Sudah Terima Dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM       

           

Banyaknya Uang :  RP 200.000      

     
 

   

 NPWP : 
07.773.920.9-502.000  

    

Untuk Pembayaran : Pembelian 2 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000,- = Rp 200.000,- Untuk menunjang kegiatan ....... (judul) 

   

         

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah       

                  

           

Mengetahui,      Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti          

           

      (ttd & Stempel toko)    

           

           

Nama Lengkap     Nama Terang     

NIP................         

                 

Contoh NPWP di isi NPWP CV/PT (Toko) bukan NPWP ITS 
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*Catatan: 

1. Pada bagian tanggal, harus sama dengan tanggal yang ada pada nota toko 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 

3. Dilampiri Surat Setor Pajak (E-Billing PPh 23 bila dikenakan) dan apabila Nomor NPWP 

CV/PT pemberi jasa di isi, maka pembeli dikenakan PPh 23 sebesar 2%, bila tanpa NPWP 

maka di kenakan 4%. 
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CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

*Catatan: 

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 
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LAMPIRAN : B2 

2. Format Kuitansi pembelian dengan nilai Rp 500.001,- s/d Rp 999.999,- 

 

 
 

 

                  

      

Tahun 

Anggaran  :  ...........     

      Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

           

Sudah Terima Dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM       

           

Banyaknya Uang :  RP 600.000      

     
 

   

 NPWP : 
07.773.920.9-502.000  

    

Untuk Pembayaran : Pembelian 6 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000,- = Rp 600.000,- Untuk menunjang kegiatan ....... (judul) 

   

         

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah       

                  

           

Mengetahui,      Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti          

       (ttd & Stempel toko)    

          

       Materai Rp 3000    

           

Nama Lengkap     Nama Terang     

NIP................         

                 

Contoh NPWP di isi NPWP CV/PT (Toko) bukan NPWP ITS 
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*Catatan  : 

1. Pada bagian tanggal, harus sama dengan tanggal yang ada pada nota toko 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 

3. Dilampiri Surat Setor Pajak (E-Billing PPh 23 bila dikenakan) dan apabila Nomor NPWP 

CV/PT pemberi jasa di isi, maka pembeli dikenakan PPh 23 sebesar 2%, bila tanpa NPWP 

maka di kenakan 4% 
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CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

*Catatan: 

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 
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LAMPIRAN : B3 

3. Format Kuitansi pembelian dengan nilai Rp 1.000.001,- s/d di bawah Rp.50.000.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

      

Tahun 

Anggaran  :  ...........     

      Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

           

Sudah Terima Dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM       

           

Banyaknya Uang :  RP 1.100.000      

     
 

   

 NPWP : 
07.773.920.9-502.000  

    

Untuk Pembayaran : Pembelian 10 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000 + PPn 10% = Rp 1.100.000,- Untuk menunjang kegiatan ....... (judul) 

   

         

Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah       

                  

           

Mengetahui,      Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti          

       (ttd & Stempel toko)    

          

       Materai Rp 6000    

           

Nama Lengkap     Nama Terang     

NIP................         

                 

Contoh NPWP di isi NPWP CV/PT (Toko) bukan NPWP ITS 
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*Catatan: 

1. Dilampiri nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda tangani. 

2. Dilampiri e-Faktur, Surat Setor Pajak (E-BILLING) PPn  

3. Nomor NPWP CV/PT toko wajib di isi 

4. Dilampiri Surat Setor Pajak (E-BILLING PPh 23 bila dikenakan)  
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CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

*Catatan: 

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 
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*Catatan: 

1. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak dipersyaratkan lagi untuk 

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.  

2. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah  
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LAMPIRAN : B4 

4. Format Kuitansi pembelian dengan nilai  ≥ Rp 50.000.000,- 

                  

      

Tahun 

Anggaran  :  ...........     

      Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

           

Sudah Terima Dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM       

           

Banyaknya Uang :  RP 41.800.000      

     
 

   

 NPWP : 
07.773.920.9-502.000  

    

Untuk Pembayaran : Pembelian 380 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000 + PPn 10% = Rp 41.800.000 Untuk menunjang kegiatan ....... (judul) 

   

         

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah       

                  

           

Mengetahui,      Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti          

       (ttd & Stempel toko)    

          

       Materai Rp 6000    

           

Nama Lengkap     Nama Terang     

NIP................         

                 

Contoh NPWP di isi NPWP CV/PT (Toko) bukan NPWP ITS 
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*Catatan: 

Pembelian Barang/Jasa dengan nilai transaksi ≥ Rp 50.000.000,- dilakukan dengan menggunakan Surat 

Perjanjian Kerja (SPK) dan dilampiri : 

1. SPJ/kuitansi dibubuhi materai Rp.6.000,-  

2. SPJ/kuitansi dilampiri Nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh pemilik/pegawai toko. 

3. Dilampiri e-Faktur, E-BILLING PPn dan PPh22 atau PPh23 

4. Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa. 

5. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

7. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

8. Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris. 
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CONTOH NOTA 

 

 

 

 

*Catatan: 

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran. 

 



 
 

26 

 

 

 

*Catatan: 
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1. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak dipersyaratkan lagi untuk 

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak. 

2. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah 
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CONTOH SURAT SETORAN PAJAK 

 

DANA APBN, BPPTN BADAN HUKUM dan DIPA KEMENTERIAN 
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DANA NON PNBP 
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CONTOH NPWP TOKO/PEMBERI JASA 
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CONTOH SIUP 
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CONTOH TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

 

 

 

CONTOH AKTE PENDIRIAN DARI NOTARIS 
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LAMPIRAN : B6 

6. Format Kuitansi pembelian dengan nilai ≥ Rp. 200.000.001,-  

 

Mengikuti formasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ITS. 
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LAMPIRAN : C 

1. Kuitansi perjalanan dinas 

          
 

      

  
    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  
    

Bukti kas No       : .....(No.Urut)/LPPM/....(Bln)/...(Th)     

  
       

  

Sudah Terima Dari : REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM 
  

  

  
       

  

Banyaknya Uang :  RP 2.605.000 
  

  

 NPWP : - 
  

  

Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas  a.n Ketua Peneliti  ke jakarta tanggal 8  september 2015 selama satu hari dengan Perincian terlampir dalam rangka analisa data 

pada kegiatan dengan Judul..... 
  

 

Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah     

                  

  
       

  

Mengetahui, 
    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 
    

  
 

  

  
      

  

  
    

(tandatangan) 
 

  

  
       

  

Nama Lengkap 
    

Nama Lengkap  
 

  

NIP................ 
    

NIP................ 
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*Catatan: 

1. Melampirkan surat tugas dari Ketua LPPM ITS, Jika yang melaksanakan perjalanan 

penanggungjawab kegiatan atau ketua peneliti (lihat lampiran C1) 

2. Dengan melampirkan surat pengantar dari jurusan penanggungjawab kegiatan/ketua peneliti jika 

yang melaksanakan perjalanan adalah anggota. 

3. Melampirkan SPPD yang telah ditandatangani ditandatangani dan distempel oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang 

dituju/didatangi/setempat. (lihat lampiran C2) 

4. Lampirkan Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat perincian biaya perjalanan. (lihat 

lampiran C3) 

5. Lampirkan Surat pernyataan biaya riil, untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa 

dilampirkan. (lihat lampiran C4) 
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LAMPIRAN : C1 

 

CONTOH SURAT TUGAS 
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LAMPIRAN : C2 

CONTOH LAMPIRAN SPPD BAGIAN DEPAN 
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CONTOH LAMPIRAN SPPD BAGIAN BELAKANG 
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LAMPIRAN : C3 

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

 

 

 

 



 
 

44 

 

LAMPIRAN : C4 

CONTOH DAFTAR PENGELUARAN RIIL 
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LAMPIRAN : D 

Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017, dapat dilihat di Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2017. 

Adapun Isi dari standar biaya tersebut antara lain : 

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

4. Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Kegiatan Insidentil) 
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LAMPIRAN : E 

Kuitansi Honorarium 

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PENELITIAN/PENGABDIAN 

 

Judul Penelitian/Pengabdian  :.............. 

Skema Penelitian/Pengabdian :.............. 
Ketua Peneliti/Pengabdi :.............. 

Bukti kas No. .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th) 

No. Nama Keterangan 
Nomor 
NPWP 

Go
l 

Jam Honor Jumlah 
Honor 

(Brutto) 

PPH 21 

Honor     

Diterima 
(Netto) 

Tanda Tangan 

Efektif Per jam % 
NOMIN

AL 
  

(a) (b) (c=axb) (d) (e=cxd) (f=c-e)  

1 Saya Surveyor 

xx.xxx.xx

x.x-

xxx.xxx 

- 
...... 

 
Rp ...... Rp ...... 5% Rp ...... Rp ...... 1. 

2 Anda 

Petugas 

Lapangan 
 

- 

 
- 

...... 

 
Rp ...... Rp ...... 6% Rp ...... Rp ...... 2. 

3 ...... 
...... 

 

...... 

 
- 

...... 

 
Rp ...... Rp ...... % Rp ...... Rp ...... 3. 

            

Jumlah    Rp ......  Rp ...... Rp ......  

 

Terbilang : ........... (yang di sebutkan dalam terbilang adalah Jumlah Honor (Brutto)) 

 
Surabaya,.............. 

Ketua Peneliti/Pengabdi Kegiatan 

 
Nama Lengkap 

NIP................... 

 

 *Catatan: 

1. Dilampirkan : E-BILLING PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos 
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LAMPIRAN : F 

Tentang Meterai 
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55 

 

LAMPIRAN : G 

Tentang e-FAKTUR 
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LAMPIRAN : H 

CONTOH BUKU PEMBANTU PAJAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(Diserahkan (tanpa di jilid) ke LPPM beserta lampirannya) 
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PPN dan Pajak Penghasilan (PPh 21, PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2) disetor atas nama : 

 

1. NPWP  : 80.848.170.9.606.000  

Nama NPWP : ITS PTN BADAN HUKUM  

   Kampus ITS Sukolilo Surabaya  

dipergunakan untuk: 

- Pendanaan APBN-K, BPPTNBH dan Non PNBP 

▪ Pendanaan Program DRPM (RISTEKDIKTI) 

▪ Pendanaan Program LPDP (KEMENKEU) 

▪ Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dana Lokal ITS) 

▪ Pendanaan Penelitian Kerja Sama 

▪ Pendanaan Program DPTI : INSINAS dan PPTI (RISTEKDIKTI) 
▪ Pendanaan Program DRPM : diluar Skema PPM Nasional  

 

2. NPWP  : 00.343.834.8.606.000  

Nama NPWP  : BENDAHARA PENGELUARAN ITS  

  Kampus ITS Sukolilo Surabaya  

dipergunakan untuk: 

- Pendanaan hanya untuk Gaji PNS 


